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Abstrak
 

Skripsi ini menganalisis bagaimana implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan

pengurus korporasi diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait, khususnya

yang mengatur mengenai tindak pidana pembalakan liar. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut

(yang dalam hal ini adalah UU Kehutanan dan UU P3H), masih kerap ditemukan kejanggalan atas konsep

pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi, yang mana hal tersebut dapat membawa

pengaruh terhadap praktik dan penerapannya terutama di muka pengadilan, bahkan masih ada peraturan

yang tidak dapat membedakan antara konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi,

padahal landasan dari kedua konsep tersebut adalah suatu hal yang benar-benar berbeda. Melalui analisis

kritis terhadap putusan pengadilan, skripsi ini menyoroti bagaimana implementasi konsep

pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi dalam hal korporasi dan pengurusnya sama-

sama dipidana atas suatu kasus yang terjadi di dalam satu lingkup korporasi.

 

Dari analisis putusan pengadilan tersebut, skripsi ini mendapati bahwa penerapan konsep

pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi oleh aparat hukum yang tidak hati-hati

mengakibatkan timbulnya tendensi double punishment atau bahkan ne bis in idem. Lebih jauh lagi, terkait

hal tersebut skripsi ini juga membahas mengenai konstruksi penyertaan antara korporasi dan pengurus

korporasi dalam melakukan suatu tindak pidana korporasi. Hasil yang di dapatkan melalui analisis tersebut

membuat ketentuan yang mengatur mengenai pemidanaan pengurus korporasi menjadi hal yang sangat

diperlukan dalam peraturan perundang- undangan Indonesia. Terakhir, skripsi ini turut mengkritik

penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap entitas non-badan hukum, yang

merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan mengingat entitas non-badan hukum bukanlah suatu subjek

hukum.

<hr>This thesis analyses the implementation of corporate criminal liability and directors criminal liability

concept that accommodated in certain Indonesian laws, specifically those that regulate illegal logging. There

are some irregularities found in those provisions (i.e. the Forestry Law and P3H Law) regarding corporate

criminal liability and directors criminal liability concept. These irregularities can affect the concept

application and court decision. Theres even a provision that fail to distinguish between corporate criminal

liability and directors criminal liability, even though its clear that the basis of these two concepts is

something that is completely different.

 

Through the analysis of court decisions, this thesis highlights how the corporate criminal liability and

directors criminal liability concept are implemented in a case where the corporation and the director are both
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convicted for the same offense. From the analysis, this thesis found that uncareful implementation of those

two concepts resulting in an emergence of double punishment, or even ne bis in idem. Still regarding those

matters, this thesis also discusses the construction of complicity between corporation and its director in

committing a corporate crime. This analysis makes the provisions for the punishment of corporate

executives a very necessary thing in the Indonesian legislation. Lastly, this writing also criticizes the

application of corporate criminal liability concept to non-legal entities, which is something that should be

questioned considering that non-legal entities are not a legal subject.


